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Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa,

dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 ten tang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1883);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017

ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

537);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1081);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);



','

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMURNOMOR9
TAHUN 2017 TENTANGTATA CARA PEMBAGIANDAN
PENETAPANRINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUNANGGARAN
2017.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 9)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal6

Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot
sebagai berikut :

AF setiap Desa = [(0,25 x 21)+(0,35 x 22)+(0,10 x 23)+(0,30
x 24)]x (Ddkabjkota-Adkabjkota)
Keterangan :

AFsetiap Desa = Alokasiformula setiap Desa.

21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa KabupatenjKota yang bersangkutan.

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa KabupatenjKota yang
bersangkutan.

23 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah
Desa KabupatenjKota yang bersangkutan.

24 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ddkab = besaran dana Desa Kabupaten.
ADkab = besaran alokasi Kabupaten.



2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal8

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat

bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus);
dan

b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%
(empatpuluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah
KepalaDesamenyampaikan :

a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
dan

b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output

anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat
minggukedua bulan Februari.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal9

(1)Penggunaan

membiayai

masyarakat

Dana Desa
pembangunan

ditujukan

diprioritaskan untuk

dan pemberdayaan
untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam Rencana KerjaPemerintah Desa.

(2)Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana
Desayang ditetapkan olehMenteriDesa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan
dalam Rencana KerjaPemerintah Desa.

(3)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman
umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal15

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap
tahun penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)terdiri atas :
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan

capaian output tahun anggaran sebelumnya;dan
b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan

capaian output tahap 1.

(3) Laporanrealisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporanrealisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli
tahun anggaran berjalan.

(5)Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian setelah

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4),KepalaDesa dapat
menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran
data pada aplikasi.

(6)Bupati dapat mendorong proses percepatan

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
berkoordinasidengan KepalaDesa.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. bupati belum menerima dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimanadimaksud Pasal 8 ayat (4);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 300/0 (tiga puluh persen)
sebagaimanadimaksud; dan/ atau
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c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat

pengawas fungsionaldi daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran

berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun

anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%,

penyaluran Dana Desa yang tertunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan
menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5)Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

kepada KepalaKPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik
dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional

di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpanganpenyaluran danj atau penggunaan Dana
Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik dan

Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8.
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Pasal II

Peraturan Bupati uu mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

nITEUn KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undanl!an

l~
8rs. MAROLOP S'M~_~..JUl"l!AK

Pemnrna Til. I (IV 'hI
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Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal tJl(,rCJE,elt 2017

~UPATI TAN UNOJABUNOT1MUR,

\
H. ROMI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal f).f) DI<tt186R.- 2017

SEKRETARIS DAERAHKABUPATE TANJUNG JABUNG TIMUR,

NG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
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